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ABSTRAK 

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum 

cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat 

menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap 

kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam 

menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, 

setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. 

Rumusan  masalah  yang diajukan  yaitu  penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan kendala 

dan solusi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan pidana 

terhadap tindak pidana pembunuhan. 

Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis sosiologis. Analisa  data  

yang  digunakan  adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 

deskriptif-analisis. Adapaun  sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  

data  primer  yang diperoleh  dari studi  lapangan  dengan  wawancara  dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Pemalang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim 

didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat 

diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, akan tetapi dalam 

praktek di sidang pengadilan penerapan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas 

seperti yang ditentukan undang-undang, namun dari hal-hal lain yang terungkap di 

persidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) dan 

barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Kendalanya yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 

188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian 

di persidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil. Alat 

bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan 

kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (pelengkap) sehingga penggunaan alat 

bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain. Adanya perbedaan alat 

bukti petunjuk sebagaimana diatur pada Pasal 188 (2) KUHAP dengan pendapat 

hakim dalam memutus suatu perkara. Solusi adalah : Dalam menemukan alat bukti 

petunjuk oleh hakim tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena bila 

hanya terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, maka hakim tidak 

bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 

untuk memutus perkara.  Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor ( 

tergantung ) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk 

setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuaiannya 

dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian 

menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan 

keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim hanya dapat menerapkan alat 

bukti petunjuk dari apa yang dilihat dan didengar yang kemudian dilihat 

persesuaiannya untuk memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa 

hakim menggunakan pendapatnya sendiri. 
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ABSTRACT 

In the evidentiary process, if the evidence that has been presented is 

insufficient to prove the defendant is guilty or not, the judge can use his 

independence to conduct an assessment of the strength of the evidence with a 

guideline in certain circumstances. In using evidence evidence the judge must 

behave wisely and wisely, after going through a careful and thorough 

examination based on his conscience. The formulation of the problem proposed is 

the application of evidence evidence by the judge in imposing a criminal decision 

on the crime of murder and the obstacles and solutions of the judge in applying 

evidence evidence in imposing a crime against the crime of murder. 

This research is a sociological juridical legal research. Analysis of the 

data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive 

analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained 

from field studies with interviews with Judges of the Pemalang District Court. 

And secondary data obtained from library research. 

Based on the results of this study that the application of evidence evidence 

by the judge is based on Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure 

Code that is evidence evidence can only be obtained from witness statements, 

letters and statements of the defendant, but in practice in court hearings the 

application of evidence evidence is not only limited as determined by law, but 

from other matters that were revealed at the trial, among others were expert 

statements, crime scene (crime scene) and evidence to add to the judge's 

confidence in passing the verdict. The obstacle is that the application of evidence 

evidence by the judge is limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal 

Procedure Code only, so that it can hamper the process of proof at the trial and 

make it difficult for the judge to obtain material truth. The evidence evidence can 

not stand alone like other evidence and the strength of evidence that is assesoir 

(complementary) so the use of evidence evidence must be supported by other 

evidence. There is a difference in the evidence evidence as stipulated in Article 

188 (2) of the Criminal Procedure Code with the opinion of the judge in deciding 

a case. The solution is: In finding evidence evidence by the judge is not only 

limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code because if it 

is only limited to the evidence specified by the law, the judge can not get a match 

of the legal facts revealed at the trial to decide the case. The evidence evidence 

should not be assessors (dependent) from other evidence but indeed the use of 

evidence evidence after hearing and seeing then concludes and views the 

suitability of evidence evidence witnesses, letters and statements of the defendant 

to then use evidence evidence if the instrument other evidence does not strengthen 

the judge's conviction in ruling a decision. The judge can only apply evidence 

evidence of what is seen and heard which is then seen to be suitable for 

adjudication of the case so as to avoid the presumption that the judge uses his 

own opinion 
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